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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;y

LEVEL PEMAHAMAN REFORMASI BIROKRASI

d LEVEL 1 Hanya difahami oleh bagian organisasi
dan inspektorat.

J LEVEL 2 Hanya difahami oleh perangkat daerah
pengampu indikator reformasi birokrasi.

J LEVEL 3 difahami oleh seluruh perangkat daerah.
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SURABI

MODEL INTERNALISASI
EKOSISTEM PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
DI JAWA BARAT

PILOTING - HIPOTESA 1 - HIPOTESA 2 - PERSUASI
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HIPOTESA 1 : IRB PD BERKOLERASI POSITIF TERHADAP IRB PEMDA

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023

e e )

KATEGORI BB m KATEGORI BB m KATEGORI BB 17 PD
KATEGORI B m KATEGORI B m KATEGORI B m

KATEGORI AA m
KATEGORI A 18 PD

»)

Laboratorium Transformasi Birokrasi = [

CAPAIAN INDEKS RB JABAR

93,08
80,70

2022

2021

2023

= 2021 m2022 =m2023



Strategic Transformation Unit \&

PROGRES CAPAIAN IRB KAB/KOTA Dl JABAR Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

CAPAIAN INDEKS RB PEMDA DI JAWA BARAT

NAMA INSTANSI PEMERINTAH
PREDIKAT

1 KABUPATEN BANDUNG 64,33 63,25 63,32 83,67 A-

2 KOTA BANDUNG 71,75 72,66 75,18 83,58 A

3 KOTA DEPOK 62,90 63,13 64,78 82,14 A-

a4 KABUPATEN SUMEDANG 66,74 68,75 71,81 81,98 A-

5 KABUPATEN KARAWANG 62,20 60,16 63,36 81,50 A-

6 KOTA CIMAHI 59,22 60,01 62,96 81,26 Be

7 KOTA BOGOR 67,01 67,67 70,76 80,97 A- RATA-RATA NILAI IRB
8 KOTA BANJAR 55,93 57,07 58,76 80,74 A- KAB/KOTA DI JABAR
9 KOTA BEKASI 66,65 64,75 66,32 78,94 BB TAHUN 2023

10  KOTATASIKMALAYA 57,58 60,04 61,70 78,14 BB

11 KABUPATEN SUKABUMI 61,11 62,45 63,00 78,08 BB

12  KABUPATEN BOGOR 67,03 67,97 67,76 78,02 BB

13 KABUPATEN CIAMIS 57,47 59,26 63,59 77,05 BB

14  KOTASUKABUMI 68,25 67,91 71,05 74,78 BB

15  KABUPATEN PURWAKARTA 60,06 61,41 62,42 74,10 BB

16  KOTACIREBON 62,84 63,53 66,57 73,91 BB

17  KABUPATEN PANGANDARAN 52,06 53,64 56,48 73,72 BB

18  KABUPATEN MAJALENGKA 53,88 56,84 58,46 73,52 BB

19  KABUPATEN BEKASI 59,66 58,33 59,83 72,96 BB KENAIKAN 12,25 POIN
20  KABUPATEN BANDUNG BARAT 57,60 57,81 60,97 7227 BB
21 KABUPATEN TASIKMALAYA 54,05 53,86 58,95 71,22 BB
22  KABUPATEN SUBANG 57,20 58,33 58,03 70,86 BB
23 KABUPATEN INDRAMAYU 57,99 58,70 59,84 68,73 B
24  KABUPATEN GARUT 66,25 66,65 68,89 68,50 B
25  KABUPATEN KUNINGAN 53,03 54,75 56,78 68,22 B
26  KABUPATEN CIREBON 56,18 56,81 56,95 67,83 B
27  KABUPATEN CIANJUR 59,65 60,25 62,39 64,86 B

RATA-RATA 6069 | 6133 | 6336 | 7561



INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

(PERMENPAN 9 TAHUN 2023)

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

RB GENERAL (100)

INDIKATOR RB
INSTANSI
PEMERINTAH

RB TEMATIK (20)

Peningkatan Kinerja Pembangunan

>
BerAKHLAK

SOreNo0s POKIyANaN LTt | MONen
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O CAPAIAN STRATEGI KEBIJAKAN (10 POIN): Rencana Aksi RB
General dan Capaian Rencana Aksi RB General

O CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (40 POIN): Implementasi
Penyederhanaan Birokrasi, Implementasi system kerja baru,
Maturitas SPIP, Pembangunan ZI, SAKIP, Digitalisasi Arsip,

Tindaklanjut Pengaduan (Lapor), IKK, Indeks Reformasi
Hukum, Statistik Sectoral, ITKP, Indeks Perencanaan

Pembangunan, Implementasi Arsitektur SPBE, Sistem Merit, IPP,
dan Kepatuhan Yanlik

O CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (50 POIN): SPBE, Capaian IKU,
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indeks BerAKHLAK, SKM, Opini
BPK, Capaian Prioritas Nasional, SPI

O CAPAIAN STRATEGI KEBIJAKAN (5 POIN): Rencana Aksi RB
Tematik dan Capaian Rencana Aksi RB Tematik

O CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK (15 POIN): Pengentasan
Kemiskinan, Peningkat Investasi, Pengendalian Inflasi, Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Digilitasi Administrasi (Penanganan
Stunting)
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INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR RB GENERAL PERANGKAT DAERAH
KEBIJAKAN RB PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

NILAI SAKIP PD

CAPAIAN IKU PD

TLHP BPK DAN APIP

LRA APBD

INDEKS BERAKHLAK
NILAI SKM

INDEKS TATA KELOLA PBJ

INDEKS PROFESIOLITAS ASN
JUMLAH BOBOT NILAI

TINGKAT PENERAPAN SPBE RENCANA AKSI RB GENERAL

TINDAKLANJUT SP4AN LAPOR

CAPAIAN RENCANA AKSI

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

JUMLAH BOBOT NILAI

INDEKS REFORMASI HUKUM
TINGKAT DIGITALISASI ARSIP BOBOT RB GENERAL

TINGKAT PEMBANGUNAN Zi 6 5 P 0 I N T

JUMLAH BOBOT NILAI

T I~ T I~ T A~ T I~ N I~ N A~ B )




INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH

STRATEGI MEMBANGUN RB TEMATIK CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
TERSEDIANYA DOKUMEN IMPLEMENTASI DOKUMEN REALISASI BELANJA PDN
RENCANA AKSI RB TEMATIK RENCANA AKSI RB TEMATIK (PRAPK,ISE:AAL'(,T('EE';Q&?:,T)MN
2 POINT 3 POINT 10 POINT 20 POINT

5 POINT 30 POINT

“Pelaksanan RB Tematik berfokus pada Implementasi Pelaksanaan
BOBOT RB TEMATIK Belanja PDN dan Implementasi pada Capaian Kinerja Organisasi

35 P O I N T melalui Pelaksanaan Praktek Baik dengan Isu Strategis terkait

Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Peningkatan

Investasi, Pengendalian Laju Inflasi, dan kinerja core business
perangkat daerah lainnya”
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DASAR PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS REFORMASI

Laboratorium Transformasi Birokrasi | (&4}

HUKUM PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ‘:‘¢
INDEKS REFORMASI HUKUM PEMDA INDEKS REFORMASI HUKUM PD
HARMONISASI REGULASI KOMPETENSI SDM PENYUSUN HARMONISASI PENYUSUNAN EVALUASI PRODUK HUKUM &
(25 POINT) PERATURAN (25 POINT) PRODUK HUKUM TINDAKLANJUTNYA

EVALUAS(;:F;%?,:JTI; HUKUM PENATAI(S:II\; ggrﬁ?-?SE PUU ))) 60 POINT 40 POINT
100 POINT

PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH
BERTUJUAN UNTUK:

1. Memberikan ADVOKASI kepada perangkat daerah terkait dengan PROSEDUR dan TATACARA
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM serta EVALUASI PRODUK HUKUM.

100 POINT

2. Mempersiapkan sejak awal kelengkapan dokumen serta kualitas dokumen yang akan menjadi
BUKTI DUKUNG (EVIDEN) dalam pengukuran Indek Reformasi Hukum pada Level Pemda pada

Tahun Berikutnya.



INSTRUMEN EVALUASI INDEKS REFORMAS| HUKUM PD

ASPEK HARMONISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum 60,00 60,00
4.1 |Pengusulan Produk Hukum 36,00 36,00
A. Peraturan Daerah (Perda) 1. Surat Permohonan pengusulan
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan
B. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan
a) |Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 9,00 A/B/C/D 9,00
acra s erels Dacra C. Keputusan Kepala Daerah (Kepkada) Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum yang telah ditandatangani dan di cap atau di
Naskah Akademik Rancangan Peraturan A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah TTE
Daerah atau Penjelasan/ keterangan mengenai B. Penjelasan/ keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran 2. Terdapat Naskah Akademik Rancangan
b) urgensi dan pokok pikiran Rancangan 9.00 Rancangan Peraturan Kepala Daerah A/B/C/D 9,00 Peraturan Daerah atau Penjelasan/
Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan yang ' C. Peraturan yang mengamanatkan Pembentukan Keputusan ' keterangan mengenai urgensi dan pokok
mengamanatkan Pembentukan Keputusan Kepala Daerah pikiran Rancangan Peraturan Kepala
Kepala Daerah D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum Daerah atau Peraturan yang
SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat A. SK Pembentukan Panitia antar Perangkat Daerah Penyusunan mengamanatkan Pembentu!«an Keputusa.n
Kepala Daerah yang telah ditandatangani
Daerah Penyusunan Peraturan Daerah/SK atau Peraturan Daerah dan di cap atau di TTE
c) |SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala 9,00 |[B.SK/SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah A/B/C/D 9,00 P .
. : 3. SK Pembentukan Panitia Antar
Daerah/SP Tim Penyusun Keputusan Kepala C. SP Tim Penyusunan Pembentukan Keputusan Kepala Daerah
: . S : Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan
Daerah D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum .
Daerah/SK atau SP Tim Penyusunan
A. Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah/SP Tim Penyusun
SEMEEEE [ EEIED DRl B B. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah yang telah
d) |Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerahyang | 9,00 ) g P A/B/C/D 9,00 P P : yang ¢
telah di paraf peiabat terkait C. Rancangan Keputusan Kepala Daerah ditandatangani dan di cap atau di TTE
P Pel D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum 4. Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan
4.2 |Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa 24,00 24,00
A. 91-100% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam
setiap rapat pengambilan keputusan
B. 81-90% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam
setiap rapat pengambilan keputusan
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa C. 61-80% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam 1. Undangan Rapat
a) dalam rapat Pembentukan Peraturan 24,00 setiap rapat pengambilan keputusan A/B/C/D/E/F 24,00 2. Daftar Hadir Pimpinan Tinggi Pratama

Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan
Kepala Daerah

D. 41-60% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam
setiap rapat pengambilan keputusan

E. 1-40% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap
rapat pengambilan keputusan

F. tidak ada keterlinatan Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa
dalam setiap rapat pengambilan keputusan

3. Notulensi
4. Dokumentasi Foto




INSTRUMEN EVALUASI INDEKS REFORMAS| HUKUM PD

ASPEK EVALUAS| PRODUK HUKUM & TINDAKLANJUTNYA

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4.3 |Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya 40,00 40,00
A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam
satu tahun anggaran 1. SKTim Analisis dan Evaluasi Hukum
B. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam satu terhadap Produk Hukum
a) |Evaluasi Produk Hukum 20,00 |tahun anggaran A/B/C/D 20,00 |Perda/Perkada/Kepkada
C. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 1 (satu) kali dalam satu 2. Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum
tahun anggaran Perda/Perkada/Kepkada
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum
A. 91-100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah .
B. 81-90% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti LBt ey b e Diree
Penetapan Propemperda
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan :
2. Surat Keputusan/Naskah Dinas
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah Penetanan Proemperkada
C. 61-80% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti P Pemp :
3. Surat Keputusan/Naskah Dinas
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah Penetapan Rancangan Keputusan Kepala
b) (Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum 20,00 A/B/C/DJE/F 2000 |Daerah

D. 41-60% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah

E. 1-40% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam
program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala
Daerah/Keputusan Kepala Daerah

F. Tidak ada Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti
dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan
Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah

4. Surat Keputusan/Naskah Dinas
Pengusulan Perubahan/Pencabutan/
Penggabungan Perda/Perkada/Kepkada
hasil evaluasi

5. Dokumen Rancangan Perda/
Perkada/kepkada Hasil Evaluasi
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SURABI 2.0 Jabar SURABI 2.0

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat



¢ - C 2% surabijabarprov.go.id @ A % 3, 0

ss Home Layanan Tentang IRB PD

https://surabi.jabarprov.go.id

SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat



https://surabi.jabarprov.go.id/

@ Login | SURABI X  § LKPP - Bigbox

C 2% surabijabarprov.go.id/login

SURABI

RB TERINTEGRAS
Sign In
}admin@surabi_jabarprovAgo.id

Pilih Tahun

Tahun 2024

(J Ingat Saya

8 Lupa password?
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SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

>
BerAKHLAK




Laboratorium Transformasi Birokrasi
DASHBOARD APLIKASI SURABI 2.0 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

B surasi x <+ v = o X

& > C & surabijabarprov.go.id/home & Q =2 « 0O ° :

SURABI 2.0 2 F (S) >
- Dashboard

A, Dashboards !

Dashboard
Progres - A3
Aktivitas Surabl 2023 Progress Tracker
Surabi 2.0 !
Surabl 2.0 adalah Sistem Pengukuran Penvesualan Admin Dasra Capalan Sasaran Strateqls 100%
Reformasi Birokras| Reformasi Birokrasi i Jawa Barat dengan == ————————~]
B3 |
update terbaru 2023 !
® o X Capalan Pelaksanaan Kebljakan RB 0%
Bl
Profile PD “ > - ) .
Capalan Strategls Pelaksanaan RB Genetal 100
e ’ : )
< 3

Strategl Membangunan RB Tematix 100%
Pangaturan Akun

Logout SURAB' ® Evaluasi BB Genora Capalan Dampak RS Tematik 100%

® @ al Q .

LKE RB General LKE RB Tematik Praktik Balk

-
)
@

User - perangkat



DASHBOARD PROGRES CAPAIAN SELF ASESSMENT DAN

VERIFIKASI

CAPA'AN N”_Al SELF Indeks RE Perangkat Daerah
ASSESMENT PD

DIGAMBARKAN OLEH

DIAGRAM BATANG WARNA

HJAU;

. CAPAIAN NILAI VERIFIKASI
PD DIGAMBARKAN OLEH
DIAGRAM BATANG WARNA
BIRU TUA;

. GARIS MELINTANG
BERWARNA BIRU MUDA 10+ | entries per page
MERUPAKAN GARIS NILAI

MILAI RE PERANGKAT DAERAH

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

[ Perangkat

[ RBE General | [ RETEMATIK | [N sA | [ N_VER |

MINIMAL BAIK (60,01)
DENGAN KATEGORI B.

sekretariat Daerah

Inspektorat Daerah

Sekretarlat Dewan Perwakillan Rakyat Daerah

DATA CAPAIAN NILAI RB
GENERAL DAN TEMATIK
PERANGKAT DAERAH YANG
DAPAT DIURUTKAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BERDASARKAN NILAI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TERTI N GGI/TEREN DAH Badan Kepegawalan Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

showing 1 to 10 of 38 entries

53.60 | 33.00 | 86.60
55.38 | 29.65 | 85.03
50.50 | (e 32.00 | D 82.60
RN ver - 4557 ) 33.001 93.16
60.17 | (T 33.00| 93.17
57.09 | Ty 33.00 | 90.09
50.58 | 3288 | CEEITD) 83.46
60.08 | CRTED) 33.00 | 93.08
60.11 | CREED 32.43 | CEETD 92.54

IR ver - 4123 3200 91.96




DASHBOARD PROGRES CAPAIAN SELF ASESSMENT DAN Labf)ratorium Transfol.'me':si Birokrasi '/.
VERIFIKASI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat y

UNTUK MELAKUKAN SURABI 2.0 s
MONITORING REKAPITULASI
NILAI HASIL SELF
ASSESSMENT VERIFIKASI
DAPAT DILIHAT PADA MENU
CAPAIAN INDEK RB

v i

LKE RB General 4 1 ' 23 LKE RB Tematik Indeks RB

31 Seif Assessment 53.60 lila1 Seff Assessmens 27.50 otaf Seif Assessment 81.10

Indeks RB Perangkat Daerah

TAMPILAN NILAI HASIL
SELF ASSESSMENT &
VERIFIKASI YANG
DIPEROLEH PERANGKAT
DAERAH

NILAI DAPAT DI UNDUH
KEDALAM VERSI EXEL
APABILA DIPERLUKAN
SEBAGAI BAHAN LAPORAN

)
R

@
@
(55
(24
(200)
@

NILAI INDEKS REFORMASI
HUKUM PD

SEfDA - perangkat

G 66| B 6 0 6 6



PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAI(SANAAN RB Lab?ratorium Transforma'lsi Birokrasi
PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

= SURABI 2.0 Tahun 2024 Pedoman » (9

arbomn Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Silahkan klik instrumen yang akan dipenuhi!

5 Reformeat Hirkeon) Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Hasil Evaluasi

‘= RB GENERAL ‘= RB GENERAL ‘= RB GENERAL

Capaian Sasaran Strategis Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB Capaian Strategis Pelaksanaan RB General

Profile PD

Pengaturan Akun

Logout
‘= RB TEMATIK

Strategi Membangunan RB Tematik

Login:
STU - perangkat



MEKANISME EVALUASI/VERIFIKASI INDIKATOR RB
GENERAL KELOMPOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

‘= Tingkat Kematangan SPBE Perangkat
Daerah

‘= Indeks Reformasi Hukum (Nilai Kualitas
Produk Hukum) Perangkat Daerah

‘= Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI|

= Tingkat tindak lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR)

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

= Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah

= Tingkat Digitalisasi Arsip

. INDIKATOR INI BERSIFAT SELF ASSESSMENT DAR/ ASESOR PERANGKAT DAERAH. ARTINYA JIKA PERANGKAT DAERAH
TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI MAKA NILAI AKAN MENJADI NOL DAN TIM EVALUATOR TIDAK DAPAT

MELAKSANAKAN VERIFIKASI;

. PENILAIAN MANDIRI OLEH ASESOR PD DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMILIHAN LEVEL JAWABAN SESUAI
DENGAN DOKUMEN/EVIDEN YANG DIMILIKI;

. EVALUATOR DAPAT MEMBERIKAN PENILAIAN SESUAI

DENGAN JAWABAN ASESOR ATAU MENURUNKAN LEVEL

JAWABAN ATAU MENINGKATKAN LEVEL JAWABAN, SEPANJANG MENURUT STANDAR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
TELAH MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI;




VERIFIKASI INDIKATOR KATEGORI CAPAIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN RB (KELOMPOK MERAH)

= Indeks Reformasl Hukum (Nilal Kualitas

Produk Hukum) Perangkat Daerah

. TERDAPAT 3 SUB INDIKATOR
PENILAIAN DIMANA INDIKATOR
4.1 DAN 4.2 MERUPAKAN SUB
INDIKATOR UNTUK
HARMONISASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM

2. SEDANGKAN SUB INDIKATOR 4.3

MERUPAKAN SUB INDIKATOR

UNTUK EVALUASI PRODUK

HUKUM DAN TINDAKLANJUTNYA

3. UNTUK MEMULAI PENILAIAN

ASESOR MEMILIH SALAH SATU

SUB INDIKATOR

Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah

I\
uLA

Lembar Kerja Evaluasi

4.1, Penqusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah .

4.2. Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa .

4.3, Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya .
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4.3, Evaluasi Produk Hukum dan
Tindaklanjutnya
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= Indeks Reformasi Hukum (Nilal Kualitas 4.1. Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah .

Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH JENIS PRODUK HUKUM
YANG DIAJUKAN DAN
TULISKAN NAMA
RANCANGAN PRODUK
HUKUM YANG DIAJUKAN A, Peraturan Daerah (Perda)
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI
DUKUNG BERUPA FILE PDF Choose File No file chosen https:/drive.google.com/drive/u/1/folders/1aCQBd
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL
VERIFIKASI DARI TIM
EVALUASI DAN
REKOMENDASI
PERBAIKANNYA.

Hasil Verifikasi :

A. Peraturan Daerah (Perda)

Catatan Verifikasi : Data dukung yang diupload tidak sesuai dengan indikator. Data dukung yang diharapkan berupa surat
pengantar pengusulan suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan
Gubernur) dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini Biro-Biro) yang ditunjukkan kepada Sekretaris
Daerah/Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada tahun berjalan (2024).
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= Indeks Reformasi Hukum (Nilal Kualitas
Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH JENIS DOKUMEN
KAJIAN PRODUK HUKUM A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
YANG DIAJUKAN DAN
TULISKAN NAMA DOKUMEN
KAJIAN PRODUK HUKUM
YANG DIAJUKAN PADA
KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI Hasil Verifikasi -
DUKUNG BERUPA FILE PDF
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK
GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL
VERIFIKASI DARI TIM
EVALUASI DAN
REKOMENDASI
PERBAIKANNYA.

Choose File No file chosen https:/drive.google.com/drive/u/1/folders/1Am3ve

A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Catatan Verifikasi : Data dukung yang diupload tidak sesuai dengan indikator. Data dukung yang diharapkan berupa
naskah akademik/keterangan/penjelasan dari suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
dan/atau Keputusan Gubernur) yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini Biro-Biro) yang
ditunjukkan kepada Sekretaris Daerah/Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada
tahun berjalan (2024).
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= Indeks Reformasi Hukum (Nilal Kualitas
Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH DOKUMEN SK/SP TIM
PEMBENTUKAN PRODUK A. SK Pembentukan Panitia antar Perangkat Daerah Peny
HUKUM YANG DIAJUKAN DAN
TULISKAN NAMA DOKUMEN

SK/SP TIM PEMBENTUKAN ' ' https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iMy8R: v
PRODUK HUKUM YANG Choose File Mo file chosen ps: .googie. Y SR
DIAJUKAN PADA KOLOM
KETERANGAN Hasil Verifikas :

2- SAM PAIKAN FILE BUKTI A. SK Pembentukan Panitia antar Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan Daerah

DUKUNG BERUPA FILE PDF
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK

Catatan Verifikasi : Data dukung yang diupload tidak sesuai dengan indikator. Data dukung yang diharapkan berupa

GDRIVE. Keputusan Gubernur/Surat Perintah mengenai Tim Penyusun suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan
3. MERUPAKAN KOLOM HASIL Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur) yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini Biro-

VERIFIKASI DARI TIM Biro) yang ditunjukkan kepada Sekretaris Daerah/Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,

EVALUASI DAN khususnya pada tahun berjalan (2024).

REKOMENDASI

PERBAIKANNYA.
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= Indeks Reformasi Hukum (Nilal Kualitas
Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH DOKUMEN DRAFT
RANCANGAN PRODUK
HUKUM YANG SUDAH
DIPARAF KOORDINASI DAN
TULISKAN NAMA DOKUMEN
DRAFT RANCANGAN PRODUK

A. Rancangan Peraturan Daerah

Choose File No file chosen https://drive.google.com/drive/u/1/folders/106f(Ol

HUKUM YANG DIAJUKAN
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI Hasil Verifikasi :
DUKUNG BERUPA FILE PDF
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK

A. Rancangan Peraturan Daerah

GDRIVE.

3. MERUPAKAN KOLOM HASIL Catatan Verifikasi : Data dukung yang diupload tidak sesuai dengan indikator. Data dukung yang diharapkan berupa hasil
VERIFIKASI DARI TIM scan suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur) yang berisi
EVALUASI DAN paraf basah pimpinan.

REKOMENDASI

PERBAIKANNYA.
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S MVIOKE STORITMRES § ASCNR (NI SIS 4.2. Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa .

Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH % KEHADIRAN JPT
DALAM RAPAT PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENGUSULAN
PRODUK HUKUM YANG
DIAJUKAN DAN TULISKAN
NAMA DOKUMEN RAPAT-
RAPAT YANG DILAKSANAKAN

A. 91-100% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir da

PADA KOLOM KETERANGAN Choose File No file chosen https:/drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tvean
2. SAMPAIKAN FILE BUKTI
DUKUNG BERUPA FILE PDF Hasil Verifikasi :
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan
GDRIVE.
3. MERUPAKAN KOLOM HASIL Catatan Verifikasi : Data dukung yang diupload tidak sesuai dengan indikator. Data dukung yang diharapkan berupa surat
VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI undangan rapat pembahasan produk hukum daerah (dari Biro Hukum dan HAM Setda Jabar dan/atau Kantor Wilayah
DAN REKOMENDASI Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat), daftar hadir rapat, notula rapat dan dokumentasi rapat.

PERBAIKANNYA.
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= Indeks Reformas! Hulaum (Nilal Kualltas 4.3. Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya .

Produk Hukum) Perangkat Daerah

__Niali 00

DILAKUKAN EVALUASI PRODUK
HUKUM DALAM 1 TAHUN
ANGGARAN DAN TULISKAN
NAMA PERATURAN YANG DI
EVALUASI PADA KOLOM

A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali

KETERANGAN
2. SAMPAIKAN FILE BUKTI crooseFle | Mo fle chosen Attpsy/cive google.com/cve/u/folders/l 2534
DUKUNG BERUPA FILE PDF
MAX 3 MB DAN/ATAU LINK
GDRIVE. Hasil Verifikasi :
3. MERUPAKAN KOLOM HASIL A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebin dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran

VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI
DAN REKOMENDASI o
PERBAIKAN NYA Catatan Verifikasi : Tidak Ada Catatan
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= Indeks Reformasi Hukum (Nilal Kualitas
Produk Hukum) Perangkat Daerah

1. PILIH % KEBERHASILAN
MENINDAKLANJUTI HASIL
EVALUAS|I PRODUK HUKUM
YANG DIAJUKAN MENJADI A. 91100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindakian]
PROPEMPERDA/PERKADA/KEP
KADA DAN TULISKAN NAMA
DOKUMEN PERATURAN YANG
DIAJUKAN HASIL EVALUASI Choose File No file chosen
PADA KOLOM KETERANGAN

2. SAMPAIKAN FILE BUKTI

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g1J9kf

DUKUNG BERUPA FILE PDF Hasil Verifikas; -

MAX 3 MB DAN/ATAU LINK

GDRIVE. C. 61-80% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah,
3. MERUPAKAN KOLOM HASIL

VERIFIKASI DARI TIM EVALUASI Catatan Verifikasi : Tidak Ada Catatan

DAN REKOMENDASI
PERBAIKANNYA.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

SURABI

RB TERINTEGRASI
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